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PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Spn

o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:
PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;
PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat

permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor

22/Pdt.P/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
secara Islam pada tanggal 24 Februari 2015 di Desa Koto Lebu,
Kecamatan Pondok Tinggi, Kota sungai Penuh, yang menjadi wali
pernikahan adalah Kakak kandung Pemohon Il yang bernama Patriadi bin
Nasrun;

2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon | dan Pemohhon Il disaksikan
dua orang saksi yang bernama Indra Jaya dan Tomi Yulius dengan
mahar berupa seperangkat alat Sholat di bayar tunai dan kedua saksi

menyatakan sah;
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3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon | berstatus duda sementara
Pemohon Il berstatus Janda;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan
perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah
agama,;

5. Bahwa sejak Pemohon | dan Pemohon Il menikah sampai saat sekarang
tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak terkait dengan pernikahan lain;
Bahwa dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah di karuniai
1 orang anak; yang bernama;

7.1. Zhafira Grizella, Perempuan, Lahir pada tanggal 02 Juli 2019;

8. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat pada kantor
Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;

9. Bahwa saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna
untuk melengkapi persyaratan pembuatan Buku Nikah;

10.Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Ii;

2 .Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon 1l yang
dilangsungkan pada
tanggal 24 Februari 2015 di Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi,
Kota sungai Penuh,

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk melaporkan
penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon
untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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SUBSIDAIR
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungai
Penuh  telah mengumumkan perkara  permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama
Sungai Penuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal
pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh
sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il
untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan
tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon | dan
Pemohon Il menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon |
dan Pemohon Il masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk
mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan perkara oleh
Pemohon maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga
tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan
untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan tidak ada proses jawab

menjawab dan tidak pula terdapat pihak yang dirugikan atas pencabutan
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perkara tersebut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonan
dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkanya pencabutan permohonan
tersebut. Maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses
persidangan dilangsungkan maka biaya dalam perkara ini harus
diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair,
maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mecabut perkara nomor
22/Pdt.P/2022/PA.Spn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dari
register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh ZULFAHMI
MULYO SANTOSO, S.E.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL
KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,
dan didampingi oleh WITMAN, S.H.l.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.
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Ketua Majelis,

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I.,, M.H.

Hakim Anggota l, Hakim Anggotal ll,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Panitera Pengganti,

WITMAN, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
JUMLAH :  Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
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